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BUPATI FAKFAK 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI FAKFAK 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 47 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FAKFAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI FAKFAK, 

 
Menimbang  : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 

Tahun 2016;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 

2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan 

Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dimana kebijakan 

Pedidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan 

Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di 

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

SALINAN 



2  
 

 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 

6697); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kabupaten Fakfak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6730);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 013) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2020 Nomor 05); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan 

Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 034); 

11. Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Nomor 47); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI FAKFAK NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Fakfak melalui Sekretaris 

Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d, huruf e angka 3, dan huruf f angka 2 

dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh 

Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1), membawahkan: 

a. Sekretaris, yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari: 

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub bagian Keuangan; dan 

3) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, yang 

membawahkan 3 (tiga) Seksi, terdiri dari: 

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 

3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 
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c. Bidang Pembinaan SD, yang membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari: 

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 

3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang membawahkan 3 (tiga) 

Seksi, terdiri dari: 

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan 

3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. 

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang membawahkan 3 (tiga) Seksi, 

terdiri   dari: 

1) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal; 

2) Seksi PTK SD; dan 

3) Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang membawahi 3 (tiga) Seksi 

terdiri dari: 

1) Seksi Layanan Kepemudaan; 

2) Seksi Pembudayaan; dan 

3) Seksi Prestasi Olahraga. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah serta ditambahkan satu huruf antara huruf e 

dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 
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(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyusunan  program kerja, penelitian, 

pengkajian, pengelolaan data, pembinaan, pengembangan dan 

pemantauan serta evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

pelaksanaan Kurikulum nasional serta muatan local dan kegiatan di 

bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan. 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan; 

d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 

penutupan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan; 

e.   Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 

dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

f.  Pendampingan pada satuan Pendidikan untuk pengembangan 

kurikulum sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah dengan 

mengacu pada kerangka kurikulum nasional; 

g.  Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 

dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 
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h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan.  

 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 18 

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan.  

(2) Seksi Kurikulum dan Penilaian  mempunyai uraian tugas: 

a. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;  

b. Menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 

penilaian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan;  

c. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan; 

d. Melakukan koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum 

tingkat satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

e. Membiayai penjaminan mutu satuan Pendidikan sesuai 

kewenangannya; 

f.   Melakukan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 

kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

g. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan; 

h. Melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan; 
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i. Melakukan pengawasan penggunaan buku belajar Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan; 

j.   Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan  

k. Membuat pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 

Kejuruan.  

 

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

(2)  Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas: 

a. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;  

b. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan; 

c. Menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 

penutupan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan; 

d. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional 

sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;   

e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan 

sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 

f. Membuat pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan.  

 



9  
 

 

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

(2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai uraian 

tugas: 

a. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 

karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;  

b. Menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;  

c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter 

peserta didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 

d. Membuat pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

 

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendidik dan tenaga kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Pendidikan Nonformal. 

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan 

Pendidikan Nonformal. 

b.  Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan 

tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Pendidikan Nonformal; 

c.  Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah   

Kejuruan dan Pendidikan Nonformal; 

d.  Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam dan luar Kabupaten/Kota; 

e.  Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Nonformal; 

f.  Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan 

Pendidikan Nonformal. 

 

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

(1)  Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada  Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. 

(2)  Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Mempunyai 

Uraian Tugas: 

a. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 
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b. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 

pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan; 

d. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

dan 

e. Membuat pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak. 

 
            Ditetapkan di Fakfak 

                          pada tanggal, 13 Maret 2023 

            BUPATI FAKFAK, 

                 CAP/TTD 

                     UNTUNG TAMSIL 

Diundangkan di Fakfak 
pada tanggal, 13 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

       CAP/TTD        

ALI BAHAM TEMONGMERE 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 014 

 



12  
 

 

 

STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

    
    
    

Lampiran  :  Peraturan Bupati Fakfak 
  Nomor   14 Tahun 2023 

  Tanggal, 13 Maret 2023 

KEPALA 

SEKRETARIAT 

SUB BAG UMUM  SUB BAG KEUANGAN SUB BAG  PERENCANAAN 
DAN PELAPORAN   

BIDANG  PEMBINAAN PAUD DAN 
PENDIDIKAN NONFORMAL 

SEKSI KURIKULUM DAN 
PENILAIAN 

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 
SARANA PRASARANA 

 

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 
PEMBANGUNAN KARAKTER 

BIDANG  PEMBINAAN S D 

SEKSI KURIKULUM DAN 
PENILAIAN 

 

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 
SARANA PRASARANA 

 

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 
PEMBANGUNAN KARAKTER 

BIDANG PEMBINAAN 
SEKOLAH MENENGAH DAN 

KEJURUAN 

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 
SARANA PRASARANA 

SEKSI PESERTA DIDIK DAN 
PEMBANGUNAN KARAKTER 

BIDANG  PEMBINAAN 
KETENAGAAN 

SEKSI PTK PAUD DAN PENDIDIKAN 
NONFORMAL 

SEKSI PTK SD 

 SEKSI PTK SEKOLAH MENENGAH 
DAN KEJURUAN 

BIDANG  PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

SEKSI LAYANAN KEPEMUDAAN 

SEKSI PEMBUDAYAAN 

SEKSI PRESTASI OLAHRAGA 

UPTD 

SEKSI KURIKULUM DAN 
PENILAIAN 

BUPATI FAKFAK, 

    CAP/TTD 

UNTUNG TAMSIL 


